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BEASISWA UNGGULAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan insan Indonesia 

yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi 
pendidikan nasional perlu difasilitasi secara 
berkelanjutan melalui penyediaan beasiswa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
tentang Beasiswa Unggulan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan   Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara; 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan 
Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau 
Lembaga Lain di Luar Negeri; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial 
pada Kementerian Negara/Lembaga; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja 
Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 465); 

 

 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.1244 3

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG BEASISWA UNGGULAN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Beasiswa Unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh 

pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia 
dan mahasiswa asing terpilih pada perguruan tinggi penerima peserta 
didik program beasiswa unggulan.       

2. Putra-putri terbaik bangsa Indonesia adalah peserta didik,guru, 
pegawai, karyawan, seniman, dan wartawan berprestasi. 

3. Mahasiswa Asing Terpilih adalah mahasiswa warga negara asing dari 
negara sahabat yang mengikuti proses pembelajaran pada jenjang 
pendidikan di perguruan tinggi negeri di Indonesia. 

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang 
pendidikan dan kebudayaan. 

6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pasal 2 

Pemberian beasiswa unggulan bertujuan untuk: 
a. membantu putra-putri terbaik bangsa Indonesia melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam 
dan/atau luar negeri; 

b. membantu mahasiswa asing terpilih dari negara sahabat yang 
memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi 
Indonesia yang mempunyai akreditasi minimal B. 

Pasal 3 
(1) Beasiswa unggulan diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa 

Indonesia dan mahasiswa asing terpilih. 
(2) Putra-putri terbaik bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu: 
a. peraih medali olimpiade internasional; 

b. juara tingkat internasional, nasional, dan regional bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; 

c. guru berprestasi; 
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